ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PERUBAHAN - DAERAH PABEAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.03/2017 TANGGAL 23 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1678)

PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA

PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN/ ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM
DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA

KENA PAJAK
ABSTRAK : -

DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS.

bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran,
serta pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pengeluaran
dan /a tau penyerahan barang kena paj ak dan /atau | asa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain
dalam daerah pabean dan pemasukan dan/ atau penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak
dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata
cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta serta pelunasan Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pengeluaran dan/ atau penyerahan barang kena pajak
dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau
penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan
bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu Nomor 62/PMK.03/2012 (BN Tahun 20 12 No.462);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

CATATAN : -

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 yaitu: mesin
untuk kepentingan produksi terdiri dari mesin pabrik dan peralatan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari mesin pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang,
peralatan untuk pengerjaan proyek infrastruktur seperti crane, excavator, buldozer, forklift dan peralatan lain
yang sejenisnya. Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat
Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar
udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari tempat lain dalam
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari Tempat Penimbunan Berikat atau KawasanEkonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean, terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Penyerahan Jasa Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan
Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, terutang dan dipungut Pajak
Pertambahan Nilai. Penyerahan J asa Kena Pajak terten tu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari Tempat
Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai.
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